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Abstract: This article examines the method of minority figh which is formulated
by Yusuf al-Qardhawi. As a contemporary scholar of Islamiclaw, he promotes a
method of Islamic law that s suitable for contemporary needs. This study builds
on the concept of the objectives of Islamic law (magqasid al-shari’a) as this is
formulated by classical and contemporary scholars. According to al-Qardhawi,
Muslim minority need a special formula of figh which is relevant to their contexts
that cover their basic, secondary and tertiary needs. He therefore sets up nine
methodological principles for minority Muslims to help resolve their challenges
and legal problems. Minority figh is Islamic law on the basis of the realization of
magqasid elastically and flexibly in the place where Muslims are minority. By this
method, products of Islamic law will give greater benefit for minority Muslims
in such minority circumstances.

Key Word: istinbdth, mashlahah, maqasid al-shari’a, dasar-dasar syari’at dan
figh minoritas.

Abstrak: Tulisan ini menelaah konsep metodologi istinbath figh minoritas yang
diformulasikan oleh Yusuf al-Qardhawi. Sebagai pemikir islam kontemporer,
ia merekontruksi pola istinbath hukum islam (figh) untuk direlevansikan
dan dikontekstualkan dengan tuntutan situasi dan kondisi kekinian yang
melingkupinya. Konsep dasar maqashid al-syari’ah ulama’ klasik dan yang telah
dikembangkan ulama’ kontemporer sebagai pendekatan studi ini. Menurutnya,
keberadaan minoritas muslim sangat membutuhkan figh khas yang bisa
mencover kebutuhan mereka, baik yang bersifat dhartiriyat (primer), hajiyat
(sekunder) dan tahsiniyyat (tersier). Karena itu, Yasuf al-Qardhawi menetapkan
Sembilan prinsip metodologi istinbath figh minoritas dengan tetap berpijak
pada dasar-dasar syari‘at islam. Figh minoritas adalah figh yang berbasis pada
terwujudnya kemashlahatan yang menjadi tujuan utama maqashid al-syari’ah
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dengan metode yang fleksibel dan elastis. Sehingga, produk hukum islam
yang dilahirkan dari metode ini memuat kemashlahatan dan mendatangkan
kemudahan untuk diimplementasikan masyarakat minoritas muslim dalam
menjalaninya.

Kata Kunci: istinbdth, mashlahah, maqdshid al-syari’ah, dasar-dasar syari’at
dan figh minoritas.

A. PENDAHULUAN

Eksistensi umat islam yang berdomisili di negara mayoritas non-muslim kerapkali
bergesekan dengan beragam problem yang berkaitan dengan masalah ibadah, mu’amalah,
munakahah, politik dan semacamnya. Di satu sisi, mereka berkewajiban menjalankan ajaran
agama secara utuh sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan para ulama’, sementara
di sisi lain sebagai makhluk sosial mereka mesti berbaur dan berkecimpung dengan realitas
sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik yang berbenturan dengan ajaran agama yang
dianutnya. Akumulasi kegelisahan masyarakat minoritas muslim di Barat memunculkan
urgensi pola istinbath hukum islam yang bisa mewadahi kemashalatan yang menjadi
elan vital tujuan pensyari'atan hukum islam. Karena itulah fleksibelitas, elastisitas dan
universalitas syari‘at islam diketengahkan guna menemukan solusi yang signifikan terhadap
problematika dan kompleksitas persoalaan yang membelit minoritas muslim.

Sekalipun ulama’ figh Kklasik telah menorehkan keterangan-keterangan figh dalam
kitab-kitab turats, tetapi masih belum menyentuh keterangan masalah-malasah yang akan
membelenggu masyarakat minoritas muslim. Karena waktu itu mereka belum mengetahui
akan terjadi percampuran dan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain begitu
pesat seperti zaman sekarang.' Minoritas muslim yang berada di luar negara islam dan jauh
dari masyarakat muslim, sangat memerlukan figh khas yang berdiri di atas ijtihad yang
benar, berkesesuaian dengan tempat, zaman dan lingkungan yang khas.> Atas dorongan
memecahkan kebuntuan produk ijtihad ulama’ figh klasik, terutama dalam menjawab
problematika figh minoritas, maka Ytsuf al-Qardhawi mengkerangkakan pola istinbath
figh minoritas yang diproyeksikan memecahkan dan menjawab problem yang menjamur
dalam masyarakat minoritas muslim.

B. PEMBAHASAN

1.  Sketsa Biografis Yasuf al-Qardhiwi

Yasuf al-Qardhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shaft turab di
tengah Delta pada 9 september 1926. Talenta dan kebrilianan intelektualnya sudah

'Yasuf al-Qardhawi, fi Figh al-Aqalliyat al-Muslimah, (Kairo: Dar al-Syuriiq, 2001), 32.
“Ibid., 30.
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terlihat sejak usia dini. Ia mulai menghafal al-qur’an di usia 5 sampai 7 tahun dan
menyempurnakan hafalannya dengan baik dan bertajwid sewaktu berumur 10
tahun. Sekalipun di usia relatif muda, dia dipercaya mengajar di sejumlah masjid
karena kemahiran di bidang al-Qur’an yang sudah digelutinya.’ Ia menyelesaikan
sekolah dasar dan menengahnya di sebuah lembaga yang bernama “Thantha”.
Pada saat kelulusannya di tingkatan sekolah menengah umum, dia meraih prestasi
gemilang ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir. Padahal waktu itu dia
pernah mengenyam di dalam bui. Setelah itu, ia melanjutnya studinya di Fakultas
Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Ia berhasil memperoleh ijazah Perguruan
Tinggi pada tahun 1953.* Kemudian beliau mendapat ijazah setingkat S2 dan
mendapatkan rekomendasi untuk mengajar di fakultas Bahasa dan Sastra pada
tahun 1954. Pada tahun 1960 dia memperoleh ijazah setingkat Master di bidang
konsentrasi ilmu-ilmu al-Qur’an dan sunnah di fakultas Ushuluddin. Pada tahun
1973 beliau berhasil memperoleh gelar Doktor dengan peringkat summa cum
laude, disertasi yang diangkat berjudul “al-Zakat wa Atsaruha fi Hilli al-Masyakil al-
Ijtimd’iyyah” (Zakat dan Peranannya dalam Memecahkan Masalah-Masalah Sosial).
Gelar doktoral tidak segera diraih bukanlah tanpa sebab. Karena sikap kritis terhada
p rezim yang berkuasa menyebabkan ia terlambat mendapatkannya. al-Qardhawi
mengangkat kaki dari tanah kelahirannya menuju Qatar pada tahun 1961 karena
untuk menjauhkan diri dari kekejaman rezim yang berkuasa di Mesir. Di sana, ia
mengaktualisasikan ilmunya dengan mendirikan Fakultas Syari’ah di Universitas
Qatar. Disamping itu, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia
berdomisili di Qatar dan memilih Doha sebagai tempat tinggalnya.’

2.  Pengertian Figh Minoritas (Figh al-Aqalliydt)

Figh minoritas (figh al-aqalliydt) tersusun dari dua kata: figh dan al-aqalliyat yang
sama-sama memiliki pengertian tersendiri. Figh secara terminologis didefinisikan
dengan “mengetahui hukum syara’ praktis yang dihasilkan dari dalil terperinci
(dalil tafshili)”. Sedang minoritas (al-aqalliyat) adalah setiap himpunan manusia di
suatu negara yang berbeda dengan penduduk mayoritas di berbagai aspek; agama,
madzhab, keturunan, bahasa dan sebagainya dari perkara-perkara dasar kelompok
manusia yang berbeda dengan lainnya. Dari penggabungan pengertian figh dan
aqalliyat tersebut, maka bisa didefinisikan figh minoritas adalah mengetahui
hukum syara” praktis menyangkut problematika riil umat islam di suatu negara
yang berpenduduk minoritas muslim, yang dihasilkan dari dalil terperinci. Seperti

’*Sulaiman Ibn Shalih, al-Qardhdwi fi al-Mizan (Riyadh: Dar al-Jawab, t.t.), 8.
‘Muhammad al-Majdzlb, ‘Ulamd’ wa Mufakkiriin Araftuhum. (Beirut: Dar al-Nafd’is, 1977), 443.
*Sulaiman Ibn Shalih, al-Qardhdwi fi al-Mizan, 10.
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minoritas muslim yang berdomisili di barat yang berpenduduk mayoritas Kristen,
di India yang mayoritas beragama hindu, di Cina yang mayoritas memeluk agama
budha. Mereka bertolakbelakang dengan penduduk mayoritas dari segi akidah dan
agama. Begitu juga, minoritas Kristen di Mesir, Suriah, Irak dan lainnya. Minoritas
Yahudi di Maroko, Turki, Iran dan lainnya.® Perbedaan dari segi agama yang dianut
penduduk minoritas seringkali berbenturan dengan mayoritas penduduk sehingga
memercikkan berbagai problematika.

Jika dilihat dari aspek negara yang ditempati, umat islam dapat diklasifikasikan
padaduamacam, yaitu: pertama, merekahidup dinegarayangmayoritasberpenduduk
muslim yang menampakkan keislamannya. Minimal menegakkan syi’ar-syi’ar islam
seperti adzan, shalat, puasa, tilawah al-qur'an, mendirikan masjid, keleluasaan
menunaikan haji dan sebagainya. Mereka juga melaksanakan hukum-hukum privat
sesuai dengan syari’at islam, seperti perkawinan, perceraian dan semacamnya.
Dalam konteks ini, fiugaha klasik mengistilahkan dengan dar al-islam, sedangkan era
sekarang dibahasakan dengan masyarakat islam (al-mujtama’at al-Islamiyah) atau
negara-negara islam (al-bilad al-islamiyah). Kedua, mereka hidup di luar dar al-islam,
jauh dari masyarakat islam atau dunia islam. Bagian kedua ini terpetakan pada dua
macam, yaitu: a). penduduk asli suatu negara yang sejak dahulu sudah memeluk
islam, tetapi secara kuantitas dianggap minoritas dibandingkan penduduk lain yang
beragama non muslim. Seperti minoritas muslim di India yang mencapai 150 juta.
Di Amerika Utara sebagian besar beragama islam yang berasal dari Afrika dan di
Eropa Timur populasi umat islam lumayan banyak sampai jutaan jiwa, seperti di
Bulgaria dan lain-lain. b). orang-orang islam berasal dari negara islam kemudian
berpindah pada negara non islam dengan tujuan bekerja, belajar, nikah atau lain-
lain. Mereka memperoleh izin untuk menetap secara legal menurut undang-undang.
Sebagian ada yang mendapatkan kewarganegaraan sehingga memperoleh hak-hak
dan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang negara setempat.”

3.  Antara Figh al-Nushish dan Figh al-Maqashid

Figh al-aqalliyat sebentuk figh baru yang muncul dikarenakan problematika
kontemporer, khususnya yang bersinggungan dengan keberagamaan minoritas
muslim di berbagai belahan dunia. Sebab itu, kreativitas nalar ijtihad untuk meretas
problem hukum islam yang mereka hadapi menjadi suatu keharusan. Jika tetap
dipaksakan terpaku dengan produk hukum yang dihasilkan dari pemahaman
terhadap nash-nash syara’ secara an-sich (dikenal dengan figh al-nushiish), maka

°Yasuf al-Qardhawi, fi Figh al-Aqalliyydt al-Muslimah, 15.
’Ibid., 16.
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mereka akan terhimpit kesukaran dalam menjalani hukum-hukum islam. Dan juga,
akan ditemukan berbagai problem yang tidak dapat dilegalisasi dengan syari’at islam.
Dalam konteks ini, transformasi figh al-nushtish menuju figh al-maqashid menjadi
sebuah keniscayaan supaya produk hukum islam yang dicetuskan menyentuh realitas
sosial dan mashlahah yang menjadi tujuan hukum islam bisa direalisasikan.

Mayoritas ulama’ ushul sepakat bahwa setiap hukum yang disyari’atkan, baik
di bidang ibadah, mu’amalah, munakahah, jinayah, peradilan dan semacamnya
mesti terselip tujuan-tujuan (maqashid al-syari’ah), yaitu untuk mendatangkan
manfaat atau mashlahah dan menolak mudharat pada manusia.® Sekalipun secara
parsial terdapat hukum yang masih belum terjangkau akal mengenai tujuan
yang melekat didalamnya, terutama masalah ibadah. Dalam konteks ini, Ibnu
Qayyim secara anggun menyatakan bahwa pondasi dan asas syari’at adalah untuk
merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Karenanya, semua hukum
itu meniscayakan keadilan, kasih sayang (rahmat), kemaslahatan dan hikmah
terkandung didalamnya. Pada gilirannya, jika melenceng atau berbenturan dari
keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan
syari’at sekalipun dipaksakan dan dicarikan alasan dengan berbagai cara.’

Konsep maqashid al-syari’ah yang digagas Ytsuf al-Qardhawi tidak jauh berbeda
dengan ulama’ ushul sebelumnya. Namun, ia menitikberatkan pada generalisasi
ruang lingkupnya tidak hanya tersekat pada ranah figh saja, melainkan meliputi
seluruh aspek agama islam, terutama di bidang akidah. Gagasan ini mematahkan
kesan magqashid al-syari’ah hanya berkutat di ranah figh saja, sedangkan di aspek
agamaislam lainnya tidak tersentuh. Untuk generaliasi cakupan maqashid al-syari’ah,
Yusuf al-Qardhawi mendefinisikannya dengan tujuan-tujuan yang dimaksudkan oleh
verbal nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan
manusia, baik berupa perintah, larangan dan kebolehan, berkenaan dengan individu,
keluarga, kelompok dan umat manusia secara keseluruhan."

Diantarakonsep maqashidal-syari’ahklasikyangdibuatpondasidanbatu pijakan
konsep maqashid yang diformulasikan Ytsuf al-Qardhawi adalah mashlahah dalam

$Wahbah al-Zuhaili, Ushiil al-Figh al-Isldmi, Cet. 17, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 307; Ali Ibn Muhammad
al-Amidi, al-Thkdm fi Ushiil al-Ahkdm, Juz III, (Riyadh: Dar al-Shami’i, 2003), 339; Muhammad Ibn Ali Ibn Adam
Mtsa, al-Jdlis al-Shdlih al-Ndfi’, (t.t.p.: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1998), 409; Izzuddin Ibn Abdissalam, Qawd ‘id
al-Ahkdm fi Mashdlih al-Andm, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, t.t.), 14; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald syarhi al-Jaldl al-
Mabhalli, Juz 11, (Beirut: Dér al-Fikr, t.t.), 276; Hasan Ibn Muhammad Ibn Mahmtd al-Atthar, Hdsyiyah al-Atthdr ‘ald
Jam’i al-Jawdmi’, Juz 11, (Beirut: Dér al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), 319; Jalaluddin al-Suytthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz
II, (Kairo: Maktabah al-Iman, 2000), 242.

°Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'ldm al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil’dlamin, JId IV, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H), 337.

°Yasuf al-Qardhawi, Dirdsah fi Figh Maqdshid al-Syari’ah Bayna al-Maqdshid al-Kulliyah wa al-Nushiish al-
Juz'iyah (Beirut: Dar al-Syurtiq, 2006), 20.
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pandangan imam al-Ghazali dan maqashid al-syari’ah yang dikonsepsikan imam al-
Syathibi. Imam al-Ghazali berupaya merumuskannya dalam bingkai mashlahah yang
bermuara pada lima prinsip pokok (al-mabadi al-hamsah/al-dhartriyat al-khams), yaitu
proteksi agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta benda. Sehingga tujuan
dari maqashid syari’ah akan tercapai jika terpenuhinya perlindungan kelima unsur
tersebut. Sebaliknya, setiap perbuatan yang berpotensi berbenturan dengan hal
tersebut seharusnya dicegah dan disingkirkan." Kemudian pada periode selanjutnya,
imam al-Syéthibi dalam karya monumentalnya “al-muwdéfaqét”, menjelaskan tentang
maqashid al-syari’ah dalam satu bab khusus. al-Syathibi mengklasifikasi magqashid al-
syari’ah pada tiga macam, yaitu dhaririyat, hdjiyat dan tahsiniyat. Dhardriyat (primer)
adalah kemashlahatan yang harus ada demi keberlangsungan hidup manusia dalam
persoalaan agama dan dunianya. Jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan dan
kesemrawutan yang membelit konstelasi kehidupan, seperti penegakan rukun
islam, pesyari’atan nikah, pengharaman khamr dan lain-lain. Sedangkan héjiyat
(sekunder) adalah kemashlahatan yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah
dan menghilangkan kesempitan, seperti rukhshah (keringanan) tidak berpuasa bagi
orang sakit, hamil, musafir dan sebagainya. Sementara Tahsiniyat (tersier) adalah
kemashlahatan yang dituntut untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan
keburukan, seperti akhlak yang mulia, memakai pakaian yang bagus, menutup aurat
dan sebagainya.'” Dalam rangka menyelaraskan hukum islam yang berkarakteristik
komprehensif, universal dan selalu relevan di setiap tempat dan zaman, Yisuf al-
Qardhawi mengembangkan dan memperluas cakupan maqashid al-syari’ah yang
dilandaskan pada nash-nash mutawatir dan telaah mendalam pada sejumlah tujuan-
tujuan hukum. Magashid dasar syari’ah meliputi keadilan, persaudaraan, penjaminan
hak-hak asasi, kemerdekaan, dan kemuliaan."

"Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mushtasfd min ‘Ttmi al-Ushsil, JId II, (Kairo: Maktabah al-Tijariyah, 1356H), 481.

2Ytsuf al-Qardhawi, Madkhal lidirdsah al-Syari’ah al-Islimiyah, (Beirut: Mu assasah al-Risalah, 1993), 55-56.
Lihat juga rujukan utamanya, Abt Ishaq al-Syathibi, al-Muwdfaqdt fi Ushiil al-Syari’ah, J1d II, (Beirut: Dar al-Kutub
al-Islamiyah, 2004), 221; ‘Ali Ibn Muhammad al-Amidi, al-Thkdm fi Ushil al-Ahkdm, Juz 111, 343; Muhammad Ibn ‘Ali
Ibn Adam Miisa, al-Jdlis al-Shdlih al-Néfi’, 411; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald syarhi al-Jaldl al-Mahalli, Juz 11, 280; al-Atthar,
Hasyiyah al-Atthdr ‘ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz II, 322; al-Suytthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz II, 246; Muhammad
Ibn Mahmtd Ibn Ahmad al-Bébarti, al-Rudiid wa al-Nuqiid, Juz II, (Riyadh: Mahtabah al-Rusy, 2005), 542;Ali Ibn
Sulaiman al-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushill al-Figh, J1d VII, (Riyadh: Maktabah al-Rusy, 2000
), 3379; Muhammad Ibn ‘Ali al-Syaukani, Irsydd al-Fuhiil ild Tahqiq al-Haq min ‘Ilmi al-Ushiil, Juz II, (Riyadh: Dar al-
Fadhilah, 2000), 900; Mahmid Ibn Abdurrahman Ibn Ahmad al-Ashfahani, Baydn al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar
Ibn al-Hdjib, Juz 111, (Jeddah: Dar al-Madani, 1987), 118; Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdurrahman, populer
dengan sebutan Ibnu Imam al-Kamiliyyah, Taisir al-Wushil ild Minhdj al-Ushiil min al-Ma’qill wa al-Mangil, Juz V,
(Kairo: al-Farq al-Haditsah, 2002), 283; Sulaimén Ibn Abdulqawi Ibn Abdulkarim al-Thdfi, Syarh Mukhtashar al-
Raudhah, Juz 111, (Beirut: Muassasah al-Risilah, 1990), 206; Sa’id al-Din al-Taftazani, Syarh Mukhtashar al-Muntahd
al-Ushilli, Juz 11, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2004), 420; al-Husain Ibn Rayiq al-Maliki, Lubdb al-Mahshil fi Tlmi
al-Ushill, Juz 1L, (t.t.p.: Dar al-Buhts lidirasah al-Islamiyah, 2001), 455.

PYthsuf al-Qardhawi, Dirdsah fi Figh Maqdshid al-Syari’ah Bayna al-Maqdshid al-Kulliyah wa al-Nushiish al-Juz ‘tyah, 69.
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Lebih lanjut, Yasuf al-Qardhdwi mengemukakan bahwa madzhab yang
memadukan nash juz’iyyah dengan maqashid al-syari’ah akan melahirkan rumusan
hukum yang senantiasa sesuai dengan zaman, tempat dan keadaan, karena ia
dibangun atas enam pokok yang menjadi karakteristiknya, yaitu a. hikmah syari’at
dan kandungannya berupa kemashlatan menjadi muara akhir pensyari’atan hukum
islam, b. mengkolaborasikan sebagian nash syari’ah dan hukumnya dengan yang
lain, c. paradigma yang balance antara urusan dunia dan akhirat, d. mengaitkan
nash dengan realitas kehidupan dan realitas zaman, e. berpedoman pada prinsip
kemudahan dan mengambil yang paling mudah bagi manusia, dan f, dibangun atas
asas keterbukaan, dialog dan toleransi."

4.  Prinsip-Prinsip Metodologi Figh al-Aqalliyat

a.  Figh al-aqalliyat berlandaskan pada ijtihad kontemporer yang kokoh

Figh minoritas tidak akan terimplementasi tanpa kerja nalar ijtihad yang
benar dari para pakar figh/mujtahid. Menurut Yiasuf al-Qardhdwi merupakan
suatu keniscayaan pintu ijtihad selalu terbuka, karena jika tetap terpaku dengan
produk hukum yang ditetapkan fuqaha’ klasik, maka permasalahan figh yang terus
berkembang sulit terpecahkan.” Disamping itu, ijtihad adalah suatu kewajiban
yang diperintahkan agama dan kemestian yang dituntut realitas dan fenomena.
Ia merupakan intrumen yang berfungsi mengkontektualkan dan menyelaraskan
hukum islam sesuai dengan waktu dan tempat.'®

Pola ijtihad terdiri dari berbagai varian, ada yang bersifat tarjihi intiqdi dan
ibda’i insyai. Ijtihad intiqdi dan tarjihi adalah ijtihad dengan metode memilih diantara
sejumlah pendapat, pemikiran-pemikiran yang paling unggul dan yang sesuai
dengan maqashid al-syari’ah dan mashlahah. Ijtihad dalam bentuk ini dituntut untuk
membandingkan beberapa pendapat, dalil-dalil, atsar dan tujuan-tujuan hukum.

“Ibid., 49.

P"Kebanyakan ulama’ mengutarakan bahwa suatu masa tidak boleh kosong dari adanya mujtahid yang memiliki
kredibilitas mencetuskan hokum islam yang dihadapi manusia. Sedang sebagian ulama’ mengharuskan di setiap
daerah ada mujtahid, karena ijtihad termasuk kewajiban yang bersifat kifayah/fardu kifayah. Sementara al-Zubairi
berpendapat adanya mujtahid di pentas bumi merupakan suatu keniscayaan pada setiap waktu, masa dan zaman. al-
Syaukani, Irsydd al-Fuhiilild Tahqiq al-Haq min ‘Ilmi al-Ushil, Juz 11, 1035; Muhammad Ibn Bahadir al-Zarkasyi, al-Mahru
al-Muhith fi Ushiil al-Figh, Juz VI, Cet. 2, (Kairo: Dar al-Shafwah, 1992), 208. Terdapat dua alasan logis atas kemestian
adanya mujtahid di setiap masa, yaitu 1. Memahami secara sungguh-sungguh dan berijtihad dalam urusan agama
merupakan fardu kifayah, jika semua manusia mengabaikannya, maka berdosalah mereka secara keseluruhan. Sebab,
kekosongan suatu masa dari mujtahid bisa menjerumuskan umat manusia pada jurang kesalahan dan kesesatan dan
2, ijtihad merupakan intrumen untuk mengetahui hukum syara’, jika suatu masa terjadi kekosongan mujtahid maka
akan berefek stagnasi hukum islam. Hal itu tidak boleh terjadi karena menyalahi ketentuan umum sejumlah nash-
nash al-qur'an dan hadits. al-Amidi, al-Thkdm fi Ushill al-Ahkdm, Juz IV, 285.

*Yasuf al-Qardhawi, fi Figh al-Aqalliydt al-Muslimah, 40.
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Selanjutnya, dilakukan proses pentarjihan guna menentukan mana pendapat
yang terkuat dan relevan untuk diimpelementasikan. Sedangkan ijtihad ibdd’i dan
insyd'i adalah ijtihad yang diupayakan menemukan justifikasi hukum terhadap
permasalahan baru menyangkut problematika kontemporer, yang belum ditemukan
padanan persis jawabannya mengenai problem baru yang dihadapi umat islam masa

kini dalam kitab turdts figh klasik."”

Perkembangan hukum islam (figh) dari masa ke masa adalah hal yang ghalib
terjadi, apalagi zaman sekarang secara kuantitas dan jenis persoalaan hukum
melimpah. Dimana tidak terlintas dalam pikiran seorang pun dari fuqahd’ klasik
sehingga mereka tidak bisa mendiskripsikan ketentuan status hukumnya. Aneka
hukum islam seringkali terjadi di kalangan mujtahid dan fuqaha’, bukan hanya
dengan antarmadzhab danbahkan dengan internal mazhab yang sehaluan terkadang
muncul perbedaan, seperti Abli Hanifah dengan dua sahabatnya. Seringkali ulama’
Hanafiyah menyikapi keanekaan pendapat itu dengan ungkapan “ini perbedaan
masa dan tempat, bukan perbedaan hujjah dan dalil”."®* Padahal rentang waktu mereka
relatif pendek, Abti Hanifah wafat pada tahun 150 H, Ab YGsuf meninggal pada
tahun 182 H dan Muhammad menghembuskan nafas terakhir pada tahun 189 H.
Demikian halnya, al-Syafi’i merekontruksi hasil ijtihadnya sehingga ia mencetuskan
dua produk hukum islam dalam satu kasus yang kemudian dikenal pada generasi
berikutnya dengan istilah gaul qadim dan qaul jadid. Padahal, al-Syafi'i hidup sekitar
berumur 54 tahun.

Kedua pola ijtihad intigd ‘i dan insyd i dibutuhkan untuk merumuskan hukum
figh, terutama figh minoritas. Karena kondisi kelompok minoritas yang hidup
bermasyarakat dengan kelompok mayoritas yang berlain agama menimbulkan
benturan dari bermacam aspek, seperti pemahaman, tingkah laku dan tradisi.

b. Memelihara kaidah-kaidah figh yang universal

Diantara hal yang perlu dipedomani dalam berijtihad adalah merujuk dan
bertumpu pada kaidah-kaidah figh yang telah diformulasikan oleh fuqahd’, yang
disaripatikan dari al-qur'dn dan al-sunnah. Kaidah-kaidah figh ini bisa dijadikan
sandaran dan diimplementasikan pada kasus parsial (juz ‘iyat) dan figh praktis yang
beragam (al-furii’iyat al-‘amaliah al-mukhtalafah). Termasuk kaidah-kaidah tersebut

YIbid., 41.

Bbnu ‘Abidin, Raddu al-Mukhtédr ‘ald Durri al-Mukhtdr, Juz IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2003), h. 178;
Muhammad Ibn Abi Sahl al-Sakhrasi, al-Mabsiid, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, ), h. 178; Ibnu al-Himam al-Hanafj,
Syarh Fath al-Qadir, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 405.
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diantaranya adalah: 7 b 7° =0 (segala perkara tergantung pada niatnya),” 0.
(7% (adatbisadibuatsandaran hukum),” _]EK H, 1°n (kesukaran mendatangkan
kemudahan),? ©hf f\/ (dharurat mesti dltladakan),22 TW, r H, A» bj-
(menolak mafsafat lebih didahulukan daripada mendatangkan mashlahah),? f-("

G TW M H, TE % bjﬂ (mafsadat minimalis dapat ditolelir untuk mencapai
mashlahah yang besar), 170 @ 2 @ (asal segala sesuatu adalah ibadah),*

w 1o fh MUkm ME% 1 @ (asal masalah adat dan mu'amalah
adalah mempertimbangkan ‘illah hukum dan mashlahah),l/zA f bi AEl/ztbj I (umat
islam terikat dengan syarat-syarat yang dibuatnya), f@ 2e , b ho +
(hak umat didahulukan daripada hak-hak individu).

c.  Menaruh perhatian terhadap figh al-waqi’ (figh realitas)

Elaborasi figh al-nushish dan figh al-waqi’ menjadi faktor penunjang
keberhasilan ijtihad komtemporer. Menurut penilaian al-Qardhawi bahwa ahli figh
laksana dokter, ia tidak bisa membuat resep obat pada pasien melainkan setelah
melihat, memeriksa, menanyai riwayat penyakitnya. Setelah itu, baru ia mampu
mendiaknosa penyakit dan memberi obat yang sesuai.*

Dalam konteks ini, imam Ibn al-Qayyim secara indah melukiskan dalam karya
monumentalnya “I'ldm al-Muwagqqi’in”, ia mengatakan seorang mufti dan hakim
tidak mungkin menelorkan fatwa dan hukum secara benar melainkan setelah
memahami dua macam, yaitu: pertama, memahami realita dan menyelami hakikat
fenomena dengan memperhatikan indikasi, tanda-tanda yang mengitarinya, kedua,

19Kaldalh, ini berlandaskan pada hadits Nabi, yang jalur sanadnya termasuk kategori mutawatir: 7%
M’)E} (hanyasanya segala amal perbuatan tergangun niatnya -

2"Kaldah ini disaripatikan dari hadits Nabi: AJ %Aﬁ é& ’)AJ AEl/A@“J D M (Apa yang
dipandang baik oleh orang-orang islam maka d1pandan-F baik pula di sisi Allah swt.)

*Kaidah ini diperah dari firman Allah swt.: » IQ\E "o l/2 E: 1p ?)) (Allah swt. tidak
menjadikan kesulitan bagimu dalam urusan agama)

*Kaidah ini didasarkan pada hadits Nabi: f:r @ f @ (tidak boleh berbuat yang menimbulkan
mudharat pada diri sendiri dan orang lain) . Cos . L o

»Kaidah ini bertumpu pada hadits Nabi: B TKE W Akp E 0 ? %™ B & EEG 7 M 157KEA
(apa-apa yang aku melarang bagimu maka jauhilah dan apa-apa yang aku perintahkan maka lakukanlah
semampumu) ‘ é \ N

, 24Ka1dal]:1 inj dipetik dari hadits Nabi: M &OKQ %f WU &OKQ 1 »ou

AA " €a EA rXA L1 (halal adalah apa-apa yang Allah swt. halalkan dalam k1tabNya sedangkan haram
adalah apa-apa yang Allah swt. haramkan dalam kitabNya, sementara apa-apa yang tidak diterangkan maka bisa
dikategorikan ma’fu‘anhu/ditolelir)

»Mahmid Ibn Ahmad al-Aini, ‘Umdatu al-Qdri Syarh Shahih al-Bukhdri, Juz X1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,
2001), 133; Jalaluddin ‘Abdurrahman al-Suytthi, al-Tausyih Syarh al-Jami’ al-Shahih, Juz IV (Riyadh: Maktabah al-Rusy,
1998), 1609; Ahmad Ibn ‘Al Ibn Hajar al-Asqalani, Taghliq al-Ta’liq ‘ald Shahih al-Bukhdri, J1d 111, (Beirut: al-Maktab al-
Islami, 1985), 280.

*Yisuf al-Qardhawi, fi Figh al-Aqalliydt al-Muslimah, 44.
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memahami hukum Allah swt. yang telah ditegaskan dalam kitabnya atau melalui
lisan Rasulullah mengenai realita tersebut, kemudian menerapkan salah satu (al-
qur'an dan al-sunnah) pada lainnya. Maka barangsiapa mencurahkan segenap
kemampuannya dalam hal itu, ia mesti mengantongi dua atau satu pahala.”” Lebih
lanjut ia mengutarakan yang dinamakan ‘alim adalah seseorang yang mengetahui
hukum Allah swt. dan Rasulnya beserta mengetahui dan memahami realita,
sebagaimana saksi YGsuf as membuktikan kebenarannya melalui pakaian yang
terkoyak di bagian belakang. Begitu pula, yang diperagakan Sulaiman as untuk
mengetahui ibu yang sebenarnya bagi anak yang diperselisihkan dengan kata-kata
pancingan: “Berilah aku sebilah pisau guna membedah anak ini untuk dibagikan pada

kamu berdua” %

Ibnu al-Qayyim berujar bahwa al-faqih (pakar figh) yang benar adalah
seseorang yang mampu mengelaborasikan penetapan hukum dan realita. Dalam
mencetuskan hukum ia tidak saja berjibaku dengan nash, tetapi pula melihat
realitas sosial supaya hukum yang hendak digulirkan bisa mewadahi kemashlahatan
masyarakat. Karenanya, seringkali ia menurunkan taraf yang ideal pada tatanan
realita.” Inilah yang mendasari Ibnu Qayyim menetapkan keniscayaan perubahan
fatwa dikarenakan perubahan zaman, tempat, “urf dan kondisi.** Searus dengan
pemikiran ini, al-Qardhawi menyatakan bahwa seorang pencetus hukum islam
semestinya mengkaji realita dengan kajian ilmiah dan objektif dari segala penjuru,
unsur-unsur, pengaruh-pengaruh, segi positif dan negatifnya.”

Sebagai contoh, jika pencetus hukum islam hendak memberi fatwa terkait
masalah rokok, maka ia terlebih dahulu meminta pandangan dokter dan para analis.
Bila dokter menyatakan rokok itu berbahaya pada kesehatan, haruslah al-fagih
menghukumi keharaman rokok karena tidak dibenarkan memudharatkan pada diri
sendiri dan menyebabkan mudharat pada oranglain. Dalam term ushul figh metode
penetapan hukum ini dikenal tahqiq al-manath.*

“Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'ldm al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil’dlamin, JId I, 26.

*Ibid., 26.

Ibid., JId VI, 139.

*Ibid.,J1d VI, 114. Lihat juga, Ahmad Ibn Idris Ibn Abdurrahmén al-Shanhiji, populer dengan sebutan
imam al-Qarafi, Kitdb al-Furigq, JId III, (Kairo: Dar al-Salam, 2001), 977. Kaidah figh yang searus dengan statemen
miadalah: A @ KW O i @(perubahan hukum-hukum tidak bisa dipungkiri karena perubahan
zaman). Ahmad Ibn Muhammad al-Zarqa, Syarhu al-Qawd’id al-Fighiyah, Cet. 2, (Damasykus: Dar al-Qalam,
1989), 227.Sedangkan al-Zarkasyi mengemukakan perubahan hukum bukan semata karena perubahan zaman,
melainkan dikarenakan perbedaan format persoalaan yang baru. al-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhith fi Ushil al-Figh,
Juz I, 166.

*Yasuf al-Qardhawi, fi Figh al-Aqalliydt al-Muslimah, 45.

*Tahqiq al-manath adalah memandang adanya ‘illat yang ditetapkan berdasarkan nash, ijma’ atau metode
apapun, terdapat pada kasus parsial (juz'iyat) atau fenomena yang tidak diterangkan status hukumnya dalam nash al-
qur'an maupun hadits. al-Amidi, al-Thkdm fi Ushill al-Ahkdm, JIA 111, 379; al-Mardawi al-Hanbali, al- Tahbir Syarh al-Tahrir
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Mengetahui hakikat minoritas muslim merupakan kepastian dalam figh
minoritas ataupun figh kontemporer. Karena fakta membuktikan minoritas muslim
itu beraneka macam. Disini pakar figh dituntut guna merespons realita dalam
naungan syari’at dengan tetap memperhatikan realita yang berubah-ubah.

d. Memusatkan pada figh al-jama’ah (figh bagi sekelompok orang) bukan
hanya sebatas personal.

Diantara prinsip figh minoritas adalah memposisikan minoritas sebagai
kelompok orang berbeda, memiliki identitas, tujuan-tujuan dan kepribadian yang
tidak boleh diacuhkan. Hal ini yang perlu menjadi pertimbangan ahli figh dalam
merumuskan figh minoritas dengan melihat mereka sebagai entitas kelompok
yang memiliki kebutuhan, baik bertaraf primer (dhaririydt) maupun sekunder
(hdjiydt). Sehingga mereka dapat hidup tetap berdiri kokoh dan berpegang teguh
pada ajaran islam dalam kerangka pluralitas di tengah-tengah masyarakat yang
heterogen. Disamping itu, Ytsuf al-Qardhawi berprinsip bahwa hal yang ungens
dalam perumusan fatwa terhadap minoritas adalah memperhatikan kemashlatan
bagi mereka baik yang bersifat dhariiriydt, hajiyat, saat sekarang atau di masa
mendatang. Hal ini yang menjadi sandaran dalam membangun entitas kelompok,
kekuatan ekonomi, keharmonisan sosial, kemajuan ilmu dan kebudayaannya.”

al-Qur’an dan al-sunnah menaruh perhatian terhadap eksistensi kelompok
(jama’ah), baik yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, mu’amalah,
persoalaan keluarga, hukuman dan sanksi tindak pidana. Sebagaimana dinyatakan
dalam sejumlah ayat, diataranya:

Wi WE OHE Bl Abek 2§
“Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa”. (QS. Al-Bagarah/ 2:
183)

S ? ¥g»r  pAlbp Wb p Eb At 2§ %

fi Ushiil al-Figh, J1d VII, 3452; Adam Miisa, al-Jalis al-Shdlih al-N4fi’, 424; Muhammad Ibn al-Hasan al-Badakhsyi, Syarh
al-Badakhsyi, Juz 111, (Mesir: Muhammad Ali Shabih, t.t.), 74; Imam al-Kamiliyah, Taisir al-Wushiil ild Minhdj al-Ushiil
min al-Ma’qil wa al-Mangqill, Juz V, 343; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald syarhi al-Jaldl al-Mahalli, Juz 11, 292; al-Atthér, Hdsyiyah
al-Atthdr “ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz I, 338; al-Th(fi, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Juz III, 233;Muhammad al-Amin
al-Syingqithi, Mudzakkirah fi Ushill al-Figh, (Madinah: Maktabah al-‘Uliim al-Hikam, 2001), 292; Muhammad al-Amin
Ibn Ahmad Zaidan, Mardqi al-Su’id ild mardqi al-Su’iid,(Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1993), 368; Abii al-Hasan ‘Ali
Ibn Muhammad al-Amidi, Muntahd al-Siil fi “Ilmi al-Ushiil, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 345; Muhammad al-
Amin Ibn Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi, Natsru al-Wuriid ‘ald Mardqi al-Su’id, Cet. 2, (Jeddah: Dar al-Manarah,
2002), 524; Abdurrahim Ibn al-Hasan al-Asnawi, Nihdyah al-Sill fi Syarhi Minhdj al-Ushil, Juz IV, (t.t.p.: Tam al-Kutub,
t.t.), 143.
#Ytsuf al-Qardhawi, fi Figh al-Aqalliydt al-Muslimah, 46-67.
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“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan hutang piutang untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah/2: 282)

Dalam Hadits juga diterangkan pentingnya jama’ah (kelompok), sebagaimana
hadits dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah saw., bersabda:

B 28 8 Ay T ¥t b
“Kekuasaan Allah swt. bersama jama’ah, barangsiapa mengasingkan diri maka ia
membawa dirinya ke neraka” (HR. al-Thumudzi)*

Himpunan ayat dan hadits ini menunjukkan dan memperkokoh kepentingan
kelompok dan tanggungjawab untuk menegakkan dan mengejawantahkan syari’at
dan hukum Allah swt. di pentas dunia.

Oleh karena itu, figh yang humanis menitikberatkan pada pemeliharaan
kemashlatan masyarakat dan tidak tersekat pada mashlahah individu. Sebab
individu bagian kecil dari sekumpulan orang/masyarakat. Dengan demikian, hak-
hak minoritas muslim di Barat akan tumbuhberkembang secara sehat, komunitas
yang utuh, mampu melaksanakan peran keberagamaannya serta membesarkan
anak-anak dalam binaan islam yang benar.

e. Berlandaskan manhaj yang memudahkan (manhaj al-taisir)

Metode ini disaripatikan dari hadits Nabi yang diriwayatkan al-Bukhari Muslim
dari Anas Ibn Malik, bahwa Nabi bersabda:

fig fh fjoegd fji
“Permudahlah dan jangan mempersulit, kabarkanlah info gembira dan jangan membuat
orang lain menjadi enggan” (HR. al-Bukhdri Muslim)”

Tokoh hukum islam di kalangan sahabat dan periode sesudahnya cenderung
mengambil pendapat yang termudah untuk diaplikasikan. Manhaj yang mereka
tempuh bertumpukan pada spririt pensyari’atan hukum islam. Hukum rukhsah

*Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim al-Mubarakfari, Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarhi Jami’ al-Turmudzi,
Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 386.

»Ahmad Ibn Muhammad al-Khathib al-Qasthaléni, Irsydd al-Sdri ild Syarhi Shahih al-Bukhdri, J1d I, (t.t.p.: al-
Mathba’ah al-Kubri al-Amiryiah, 1323H), 169; Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bdri bisyarhi Shahih al-
Bukhdri, Juz I, (Riyadh: Maktabah al-Mulk, 2001), 196; al-Aini, Umdatu al-Qdri Syarh Shahih al-Bukhdri, Juz 11, 68; al-
Suytithi, al-Tausyikh Syarh al-Jaimi’ al-Shahih, Juz I, 249; Ali Ibn Khalaf Ibn Abdu al-Mulk, Syarh Shahih al-Bukhdri libni
Batthdl, Juz I, (Riyadh: Maktabah al-Rusy, t.t.), 153; Muhyiddin Ibn Syarf al-Nawawi, Shahih Muslim bisyarhi al-Nawawi,
Juz XII, (Kairo: al-Mathba’ah al-Mishriyah, t.t.), 41; Msa Syahin Lasyin, Fath al-Mu’im Syarh Shahih Muslim, Juv VII,
(Beirut: Dar al-Syuriiq, 2002), 87; Shafiurrahman al-Mubarakfiri, Minnatu al-Mun’im fi Syarhi Shahih Muslim, Juz III,
(Riyadh: Dar al-Saldm, 1999), 170; al-Yahshabi, Ikmal al-Mu’lim bi Fawd ‘idi Muslim, Juz VI, h. 37; Ahmad Ibn ‘Umar Ibn
Ibrahim al-Qurthubi, al-Muflim limd Asykala min Talkhish Kitdb Muslim, Juz III, (Beirut: Dér Ibnu Katsir, 1996), 517.
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sebagai bentuk kemudahan dan keluwesan hukum islam, seperti dibolehkan tidak
berpuasa disebabkab sakit, bepergian, hamil, diperkenankan memakan sesuatu yang
diharamkan dalam kondisi dharurat, dianjurkan tayammum dikala tiada air dan
hukum-hukum rukhsah lainnya yang mengandung kemudahan. Hal ini pertanda
hukum islam mengedepankan kemudahan, keluwesan sebagai ciri keanggunannya
daripada kesukaran dan kesempitan dalam penerapannya.

Kemudahan dan keluwesan hukum islam ditegaskan dalam sejumlah ayat al-
qur’an dan hadits Nabi, diantara:

fjo ¥ UEf O fjE % b bift
“Allah swt. menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.
(QS. Al-Baqarah/2: 185)

e Mjp o wh b A E pif

“Allah swt. menghendaki untuk memberi keringanan kepadamu, karena manusia

diciptakan (bersifat) lemah”. (QS. al-Nisd'/4: 28)

Rasulullah saw. adalah orang yang amat mempermudah urusan dan keras
menentang perlakuan ektrim/berlebihan dalam masalah agama. Sebagaimana
diriwatkan oleh Ahmad, Muslim, AbG Daud dari Ibnu Abbas bahwa Nabi
bersabda:

QVERN 11 TS
“Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan”.”° Ia mengulang sebanyak tiga kali. (HR.
Muslim, Ahmad, Abii Daud).

Dalam mata rantai sanad yang berbeda, Ahmad, al-Nasa'i, Ibn Majah dan
Hakim meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas:

AR G ERNT0A Avp, 6 AED BT OV R
“Jauhilah sikap ektrim dalam agama. Hanyasanya kaum sebelum kamu binasa

dikarenakan sikap ektrim dalam agama™’. (HR. Ahmad, al-Nasd'i, Ibn Majah dan
Hakim)

**Tyadh Ibn Mtsa Ibn ‘Tyadh al-Yahshabi, Ikmdl al-Mu’lim bi Fawd ‘idi Muslim, Juz VIII, (t.t.p.: Dar al-Wafa",
1998), 164; al-Nawawi, Shahih Muslim bisyarhi al-Nawawi, Juz XVI, (Kairo: al-Mathba’ah al-Mishriyah, t.t.), 220;
Shafiurrahman al-Mubarakfiiri, Minnatu al-Mun’im fi Syarhi Shahih Muslim, Juz IV, 228; al-Qurthubi, al-Muflim limd
Asykala min Talkhish Kitdb Muslim, Juz V1, 700.

Jalaluddin al-Suytthi, Sunan al-Nasd ‘i, JId 111, (Kairo: Syirkah al-Qudsi, 2011), 243; Ahmad Ibn Muhammad
Ibn Hanbal, al-Musnad, Juz 11, (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), 427.
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Rasulullah tidak mengiyakan Ustman Ibn madh'in yang berkeinginan

membujang.”®

Beliau juga menegur Mu’ddz ibn jabal karena memanjangkan
bacaan shalat dalam berjama’ah. Isi tegurannya, “apakah kamu ingin memunculkan
fitnah?”, sebab dibelakangmu ada orang tua, orang lemah dan orang yang memiliki hajat.
Diulang sebanyak tiga kali.”” Demikian halnya, Nabi sangat marah pada Ubay Ibn
ka’ab ketika sampai kepadanya berita Ubai memanjangkan shalat bersama banyak
orang. Beliau bersabda: “Sesungguhnya ada diantara kamu yang membuat ovang lain lari
(menjadi enggan/tidak mau), barangsiapa yang mengimami, hendahlah melakukan secara

sederhana”.*°

Berkaitan dengan kemudahan hukum islam (figh), Sufyan Ibn Sa’id al-Tsauri
secara elok menyatakan bahwa sesungguhnya figh adalah hukum yang mengandung
keringanan, dan sikap keras dapat dilakukan oleh siapa pun.*

f. Memelihara kaidah “perubahan fatwa disebabkab perubahan beberapa
faktor”.

Perubahan fatwa merupakan sebuah keharusan dikarenakan perubahan
waktu, tempat dan “urf. Statemen ini diutarakan imam Ibnu al-Qayyim dari kalangan
Hanbali. Sealur dengan ini, imam al-Qarafi dari kalangan Maliki menandaskan
perubahan hukum yang dilandaskan pada adat atau ‘urf merupakan sebuah
keniscayaan bila landasannya telah berubah, kemudian pula ditegaskan oleh Ibnu
‘Abidin dari mu’akhkhirin Hanafi.

Dalam suatu riwayat diterangkan ‘Umar ibn Abdul’aziz sewaktu menduduki
jabatan gubernur di Madinah mengadili hanya dengan seorang saksi beserta
sumpah. Ketika ia berdomisili di Syam dan menyaksikan keadaan masyarakat
Syam berbeda dengan masyarakat Madinah, maka hal ini berpengaruh pada proses
penetapan hukum islam yang ia gulirkan. Karenanya, ia hanya menerima persaksian
dengan menghadirkan dua orang saksi.* Pada periode tabi’ al-tabi’in, Abl Hanifah

*Tbn Abdu al-Mulk, Syarh1 Shahlh al-Bukhdri libni Batthdl, Juz VII, 168; Ibn Hajar al-Asqalani, Fathl al-Bari
bisyarhi Shahih al-Bukhdri, Juz IX, 19; al-Aini, ‘Umdatu al-Qdri Syarh1 Shahih al-Bukhdri, Juz XX, 101.

#al-Qasthalani, Irsydd al-Sari ild Syarhi Shahlh al-Bukhdri, JIA 11, 59; Ibn Hajar al-Asqalani, Fathl al-Bdri bisyarhi Shahlh
al-Bukhdri, Juz 11, 234; al-Aini, ‘Umdatu al-Qdri Syarh1 Shahlh al-Bukhdri, Juz V, 335; Shafiurrahmén al-Mubarakflri, Minnatu
al-Mun’im fi Syarhi ShahTh Muslim, Juz 1, 303; al-Qurthubi, al-Muflim limd Asykala min Talkhish Kitdb Muslim, Juz 11, 77.

“al-Suytthi, al-Tausyih Syarhl al-Jdmi’ al-Shahihi, Juz 11, 716; al-Qasthalani, Irsydd al-Séri ild Syarhi Shahlh

al-Bukhdri, J1d 11, 58; Ibn Hajar al-Asqalani, Fathl al-Bdri bisyarhi Shahlh al-Bukhdri, Juz 11, 231.

“Mubhyiddin Ibn Syarf al-Nawawi, al-Majmit’, Juz I, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad), 80.

“Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'ldim al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil’dlamin, JId IV, 482; ‘Umar Ibn Abdul’aziz
mengatakan problematika dan kompleksitas persoalaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekadar
dengan kerusakan dan kemaksiatan yang mereka perbuat. Karenanya, perubahan hukum lantaran perbedaan

36 | Efektivitas Maqashid al-Syari’ah dalam Istinbath Figh Minoritas......



Vol. 15, No. 1, Juni 2016

membolehkan persaksian dengan adanya saksi yang tidak diketahui keadaannya
dengan mencukupkan sifat keadilan secara dhahir. Namun, di masa berikutnya,
Abtl Ylsuf dan Muhammad melarang persaksian semacam itu karena kedustaan
telah merajalela di tengah-tengah masyarakat.”

Ulama belakangan dari lingkungan madzhab Hanafi bersebrangan pendapat
dengan para imam pendahulunya dalam beberapa masalah disebabkan perbedaan
waktu dan keadaan. Dalam konteks ini, Ibnu ‘Abidin mendiskripsikan secara
anggun dalam satu risalah yang bertajuk “nasyru al-‘urfi”. la mengemukakan bahwa
kebanyakan hukum berbeda dilatarbelakangi perbedaan zaman karena perubahan
tradisi masyarakat, ada suatu dharurat (yang mendesak) atau kerusakan moral dan
perilaku masyarakatnya. Pada gilirannya, jika suatu hukum tetap dipertahankan
sebagaimana semula, maka mesti berefek pada kesukaran dan kemudharatan bagi
manusia dalam mengamalkannya dan berbenturan dengan kaidah-kaidah syari’at
yang berdimensi keringanan dan kemudahan serta menepis kemudharatan dan
kehancuran.* Oleh sebab itu, para tokoh-tokoh madzhab bersebrangan pendapat
dengan imam pendahulunya dalam beberapa masalah disebabkan fenomena
yang mengitarinya. Dan kalau mereka hidup semasa dengan imam madzhabnya,
mestilah mereka searah pendapat karena tetap mendaku pada kaidah-kaidah yang
telah diformulasikan.

Perbedaan antara negara islam dan negara non islam adalah perbedaan yang
teramat dalam danluas seperti perbedaan kota dengan desa, penduduk berperadaban
dengan penduduk primitif dan penduduk di utara dengan penduduk di selatan.
Sebab itu, dibutuhkan format figh baru yang menaruh perhatian pada kondisi dan
fenomena yang melingkupi penduduk minoritas muslim sehingga mashlahat yang
dicitakan sebuah produk istinbath hukum islam dapat menyentuh dan membumi.

g. Menjaga konsep pentahapan dalam pensyari’atan hukum islam

Diantara prinsip penerapan syari’at islam adalah al-tadarruj (bertahap). Syari’at
yang pertama kali dititahkan Allah swt adalah dasar-dasar agidah dan keutamaan
akhlaq. Kemudian Allah swt mensyari’atkan sejumlah ibadah secara gradual. Awalnya,
shalat diperintahkan dua rakaat-dua rakaat. Setelah itu, tetap dibolehkan ketika dalam
perjalan melaksanakan dua rakaat dan harus ditambah sebagaimana semestinya dalam
kondisi hadhar (tidak bepergian).

berbagai sebab, bukanlah suatu bentuk pembatalan pada hukum sebelumnya. al-Qarafi, Kitdb al-Furigq, JId IV,
1314; al-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhith fi Ushill al-Figh, Juz 1, 166.

“Ytsuf al-Qardhawi, fi Figh al-Aqalliydt al-Muslimah, 51.

“Ibnu Abidin, Majmii’ah Rasd ‘il Ibni ‘Abidin, Juz 11, (t.t.p.: t.p., t.t), 125.

Ainol Yagin | 3 7



Istinbdth Jurnal Hukum Islam

Pada mulanya puasa disyari'atkan atas suatu pilihan, ® sebagaimana diterangkan
dalam firmanNya:

A A EA BT A% Eje o Ttbs AEETE Afet
AEY o Y Ag % ExEr

“Dan bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa), wajib

membayar fityah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan

kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu lebih
baik bagimu jika kamu mengetahui”(QS. al-Baqarah/2: 184)

Kemudian turun ayat berikutnya yang menegaskan kewajiban puasa dan
sekaligus menasakh ayat sebelumnya, seperti yang ditegaskan dalam firmanNya:

Mot fhe- % is bA A
“Barangsiapa diantara kamu melihat bulan (hilal), maka hendaklah berpuasa”.* (QS.
al-Baqarah/2: 185)

Berkenaan dengan konsep al-tadarruj, al-Syathibi mengilustrasikan bahwa
dalam kasus apabila suatu hari seorang anak bertanya pada bapaknya: mengapa
bapak tidak melaksanakan berbagai tugas? Demi Allah swt aku tidak peduli, selama
dalam bingkai kebenaran, sekalipun periuk mendidih untuk merebus aku dan bapak.
‘Umar berkata: hai anakku, janganlah kamu tergesa-gesa. Sesungguhnya Allah swt.
mencela arak sebanyak dua kali, baru mengharamkan pada ketiga kalinya. Aku takut
memberi beban pada manusia secara sekaligus sehingga mereka pada menolaknya
dan hanya menimbulkan fitnah.¥

“Mu’adz menyatakan semula pelaksanaan puasa diberi opsi/pilihan; boleh berpuasa atau memberi
makanan pada orang miskin disetiap hari sebagai bentuk fityah /tebusan. Demikian juga, al-Bukhari meriwayatkan
dari Salamah Ibn al-'Ak@’, ia mengatakan bahwa -ketika ayat tersebut turun- orang-orang yang tidak berpuasa
menggantinya dengan membayar fityah. Praktek semacam itu terus berlangsung hingga turun ayat selanjutnya
yang berfungsi menasahk. Isma’il Ibn ‘Umar Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’dn al-Adhim, Jld 1, Cet. 2, (Riyadh: Dar
Thayyibah, 1999), 499. Lihat juga, Jaldluddin al-Suytthi, al-Durru al-Mantsiir fi al-Tafsir bi al-Ma 'tsir, Juz I, (Kairo:
Markaz Hajr lilbuhtits wa al-Dirasat al-Arabiyah wa al-Islimiyah, 2003), 178.

“Ayat ini secara tegas mewajibkan puasa bagi orang yang melihat hilal bulan ramadhan. Ia berfungsi
menasakh ayat sebelumnya yang mengandung kebolehan bagi orang sehat dan bermukim (bukan musafir)
untuk tidak berpuasa dengan membayar fityah sebagai gantinya, yaitu memberi makan pada orang miskin di
setiap harinya. Tetapi, bagi orang sakit, musafir, tua renta berlaku hukum rukhsah dengan tetap menanggung
kewajiban qadha’. Isma’1l Ibn ‘Umar Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’dn al-Adhim, J1d 1, 503.

“al-Syathibi, al-Muwdfaqdt, Juz 11, 94.
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h. Mengakui keperluan dhariiriydt (primer) dan hdjiydt (sekunder) manusia.

Syari’at islam menaruh perhatian pada kondisi realitas sosial dan kebutuhan
yang bersifat dharuri bagi manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat.
Karena pertimbangan dharuri, terdapatbanyak masalah hukumyangditolelirdengan
mendapatkan rukhshah (dispensasi/keringanan), seperti dibolehkan melakukan
perkara yang dilarang dalam kondisi normal (ikhtiyari), dari berbagai makanan,
minuman, akad dan mu’amalah. Bahkan, syari’at memposisikan kebutuhan
yang bersifat hajat (sekunder) di posisi dharuri (primer) untuk memudahkan dan
menanggalkan kesukaran pada manusia.*

Hal ini berdasarkan pada tuntunan al-quran yang selalu menyertakan
keterangan pentoletiran terhadap orang yang terpaksa memakan makanan yang
diharamkan dengan tiada niat durhaka dan berlebihan. Allah swt berfirman:

We Ea ¢ MMl %U 2 @ @™ fT Al
“dan barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedangkan dia tidak

menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya,
sesungguhnya Allah swt Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”(QS. al-Baqarah/2: 173)

Dalam al-sunnah juga menandaskan keringanan hukum karena berdasarkan
kebutuhan yang bersifat hajat (sekunder). Sebagaimana yang termaktub dalam
hadits shahih, setelah adanya larangan memakai sutera bagi laki-laki, Abdurrahman
ibn Auf dan al-Zubair ibn Awam mengadu pada Nabi saw, mengenai penyakit
gatal-gatal pada kulit mereka. Kemudian beliau membolehkan pada keduanya
mengenakan sutera karena hajat tersebut.*

i.  Bebas dari keterikatan dengan satu madzhab

Diantara faktor penting istinbath figh minoritas secara khusus dan figh
kontemporer secara umum adalah ketidakterpakuan dengan satu madzhab tertentu.
Selain itu, tugas pencetus hukum islam mengeluarkan manusia dari belenggu
bermadzhab secara sempit menuju syari’at yang lapang dan luas. Di dalamnya
terhimpun berbagai madzhab yang masih eksis maupun yang sudah sirna, pendapat-
pendapat para ulama yang tidak diketahui sebagai suatu madzhab yang diikuti.
Jumlah mereka amat banyak sekali.”

“Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah | ? I_(,? [»? fv: Ih» Ok 1 7 (hajat
{kebutuhan sekunder} dapat ditempatkan di posisi dharurat, baik yang berdimensi universal maupun spesifik).
Ahmad Ibn Muhammad al-Zarqa, Syarhu al-Qawd’id al-Fighiyah, 209.

“al-Suytthi, al-Tausyih Syarh al-Jami’ al-Shahih, Juz V, h. 1961; al-Aini, ‘Umdatu al-Qdri Syarh Shahih al-
Bukhdri, Juz X1V, 273; Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bdri bisyarhi Shahih al-Bukhdri, Juz VI, 118.

**Yasuf al-Qardhawi, fi Figh al-Aqalliydt al-Muslimah, 57.
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Menurut Yusuf al-Qardhawi, ada beberapa madzhab sangat ketat dalam
menghukumi suatu masalah. Tetapi, ada juga sejumlah madzhab yang meringankan
penetapan hukum pada kasus tersebut. Sebagian madzhab merumuskan hukum
dengan amat sempit, namun sebagian yang lain menetapkan hukum dengan seluas-
luasnya. Hal ini, mendorong kita untuk melakukan pertimbangan dan tarjih dalam
memilih pendapat yang lebih unggul dan rajih, yaitu madzhab atau pendapat yang
lebih bersentuhan dalam mewujudkan maqashid al-syari’ah dan mashlahah. Sebab
tujuan syari’at islam hanyalah merealisasikan kemashlahatan manusia di dunia dan
akhirat. Oleh karena itu, pakar hukum islam (al-faqih, mufti dan pengkaji hukum
islam) mestilah memperluas pengetahuan hukum islam dari beraneka haluan
madzhab dan sumber pemikiran. Tidak stagnan pada pemikiran dan pendapat yang
sudah populer semata. Sebab, terdapat banyak pendapat yang benar tertimbun dalam
lembaran-lembaran kitab figh dan hanya diketahui hanya segelintir orang. Begitu
pula, didapati banyak pendapat yang tenggelam dalam kubangan sejarah karena
tiada yang mengangkat dan menyuarakan kembali, atau disebabkan melampaui
zamannya, sementara relevan diterapkan zaman sekarang.”

Contoh yang berhubungan dengan prinsip ini adalah masalah waris antara
orang islam dan non muslim. Menurut madzhab empat yang masyhur menyatakan
bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang yang menyebabkan
ketidakberhakan memperoleh warisan.”> Pendapat ini disandarkan pada hadits
Nabi:

wj 7@ B wj Qff @

“Tidak boleh orang muslim mewarisi (harta) orang kafir dan tidak boleh orang kafir
mewarisi (harta) orang muslim””(HR. al-Bukhari Muslim)

Tetapi, jika kita mengkaji di luar madzhab empat maka akan mendapati pendapat
yang mu’tabar (patut diperhitungkan) mengenai seorang muslim mewarisi harta
orang kafir. Ini adalah pendapat yang dipedomi sebagian sahabat dan tabi'in. Dari
kalangan sahabat; Mu’ad ibn Jabal dan Mu’awiyah ibn Abi Sufyan, sementara kalangan
tabi'in; Muhammad Ibn al-Hanafiyah, Muhammad Ibn Ali ibn al-Hasan, Sa’id ibn
al-Musayyab, Masriiq ibn al-Ajda’, Abdullah ibn al-Mughaftal, Yahya Ibn Ya'mur dan
Ishaq ibn Rahawaih.** Pendapat ini yang diunggulkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu

Ibid. 57.

Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Isldimi wa Adillatuhu, Juz VIII, Cet. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 263.

“al-Aini, ‘Umdatu al-Qdri Syarh Shahih al-Bukhdri, Juz XXIII, 403; Abdu al-Mulk, Syarh Shahih al-Bukhdri
libni Batthdl, Juz VIII, 378; ‘Ali Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bdri bisyarhi Shahih al-Bukhdri, Juz XII, 51.

**Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Isldmi wa Adillatuhu, Juz VIII, 263.

40 | Efektivitas Maqashid al-Syari’ah dalam Istinbath Figh Minoritas......



Vol. 15, No. 1, Juni 2016

Qayyim. Sementara Yasuf al-Qardhawi berpandangan pendapat ini yang memiliki
nilai signifikan untuk zaman sekarang.”

5. Produk istinbath hukum islam dalam figh al-aqalliyat

Terdapat beragam persoalan dari berbagai bidang; ibadah, mu’amalah,
munakahat, peradilan, politik dan sebagainya yang dihadapi umat islam yang
berada di suatu negara berpenduduk minoritas muslim, seperti di negara-negara
eropa, yang diajukan pada Yasuf al-Qardhawi untuk mencetuskan fatwa. Produk
istinbath hukum islam dalam figh al-aqalliyat yang telah dicetuskan diantaranya,
sebagai berikut:

a.  Waktu shalat jum’at

Bagaimana hukum melakukan shalat jum’at sebelum al-zawdl (tergelincir
matahari), atau setelah masuk waktu “ashar?

Jumhur ulama’ menegaskan bahwa waktu shalat jum’at adalah waktu dhuhur,
yaitu mulai tergelincir matahari hingga bayangan setiap benda menyamai benda
aslinya dikurangibayangan pada saaat matahari tergelincir. Sebab itu, mendahulukan
dan mengakhirkan shalat jum’at dari waktunya tidak dibolehkan. Selaras dengan pola
istinbath figh minoritas yang digagas Ytsuf al-Qardhawi, ia menampilkan berbagai
pandangan madzhab. Diantaranya adalah pendapat kalangan Hanbali menandaskan
keluasan shalat jum’at di awal waktu. Sebagian mereka mengutarakan bahwa awal
waktu shalat jum’at berlandaskan beberapa hadits nabi dan amaliah para sahabat
adalah sama dengan waktu shalat hari raya, yaitu mulai matahari naik sekitar 10
menit atau seperempat jam sampai waktu shalat dzuhur berakhir.’® Sementara
kalangan Maliki memberi kelonggaran di akhir waktu shalat jum’at. Sebagian dari
mereka membolehkan dalam melakukan shalat jum’at di akhir waktu shalat jum’at
sampai matahari terbenam atau sesaat sebelum terbenam. Dengan merangkul kedua
pendapat, Ytsuf al-Qardhawi berdasarkan konsiderasi dharurat dan untuk tercapai
mashlahah menyatakan bahwa boleh saja shalat jum’at dilaknakan pada waktu
pagi dan sore hari lantaran keadaan tidak mendukung untuk melakukannya pada
waktu yang telah disepakati jumhur ulama’. Hal ini diupayakan untuk menghindari

»Yasuf al-Qardhawi, fi Figh al-Aqalliydt al-Muslimah, 58.

**Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abdullah al-Hanbali, al-Mubdi’ Syarh al-Mugni’, J1d. II, (Beirut: Dér al-Kutub
al-Ilmiah, 1997), 150; ’Abdurrahmén Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Qudamabh, al-Syarhu al-Kabir, Juz VI, (t.t.p.:
Hajr, 1995), 186; ‘Ali Ibn Sulaimén Ibn Ahmad al-Mardawi, al-Inshdf fi Ma’rifah al-Rdjih min al-Khildf; Juz V, (t.t.p.:
Hajr, 1995), 185; ‘Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qéasim al-*‘Ashimi al-Hanbali, Hasyiyah al-Raudhi al-Murbi’
Syarh Zad al-Mustaqni’, JId 1I, (t.t.p.: t.p, 1398H), 433; Manshlr Ibn Y(nus Ibn Idris al-Bahiti, Syarh Muntahd
al-Irdddt, Juz I, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), 11; Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Syuwaiki, al-
Taudhif fi al-Jdmi’ bayna al-Muqni’ wa al-Tangih, Juz I, (t.tp: al-Maktabah al-Makkiyah, t.t.), 355.
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dalam melalaikan shalat jum’at. Walaupun demikian, jika ada kesempatan untuk
melaksanakan shalat jum’at pada waktu yang telah disepakati, maka semestinya
melakukannya pada waktu itu lebih utama dan ahwath (lebih hati-hati).”

b. Pendistribusian zakat untuk membangun lembaga keislaman

Apakah boleh menggunakan harta zakat untuk membangun lembaga islam?

Dalam menanggapi pertanyaan tersebut, Ytsuf al-Qardhawi mengupayakan
pola reinterpretasi terhadap kata “fisabilillah” yang termasuk bagian dari mustahiq
zakat (yang berhak menerima zakat). Ulama’ bersilang pendapat dalam memahami
kata “sabilillah”, ada yang menginterpretasi dengan jihad di jalan Allah swt.”® Karena
makna inilah yang dengan mudah dan segera dipahami dari kata itu. Ini pendapat
jumhur ulama’. Sebagian ulama’ ada yang memperluas maknanya mencakup pada
segala bentuk ketaatan dan kemashlatan umat islam. Termasuk dalam kategori ini
adalah membangun masjid, sekolah, jembatan dan setiap perbuatan yang bernilai
ibadah dan bermuatan mashlahah.”” Yasuf al-Qardhawi searah pandangan dengan
cara mengawinkan kedua makna tersebut. Menurutnya, fisabilillah bermakna jihad,
tetapi cakupan maknanya meluas pada semua makna yang dapat merealisasikan
dakwah, pengajaran dan kemashlahatan umat islam. Dengan demikian,
mendistribusikan harta zakat untuk mendirikan lembaga keislaman sebagai wadah
aktivitasnya dapat dibolehkan dan sebagai bentuk jihad kontemporer. Disamping
itu, kondisi minoritas muslim terhimpit dari serangan agama kristiani, komunisme,
sekularisme, agama-agama dan pemahaman lain. Kesemuanya berusaha untuk
mencabut umat islam dari akidah mereka dan menjauhkannya dari ajaran islam
yang lurus. Keberadaan pusat-pusat keislaman di negeri minoritas islam sangat
dibutuhkan guna membentengi eksistensi akidah dan ajaran islam dari rongrongan

pihak luar.®

c.  Status pernikahan seorang muslim dengan perempuan non-muslim

Bagaimana hukum pernikahan seorang muslim dengan perempuan non-
muslim. Secara khusus dengan perempuan ahli kitab, seperti kristen atau yahudi.
Mereka mempunyai hukum khas yang membedakan dengan penyembah berhala
dan semacamnya.

7Yasuf al-Qardhawi, fi Figh al-Aqalliydt al-Muslimah, 75.

**Jalaluddin al-Suytthi, al-Durru al-Mantsiir fi al-Tafsir bi al-Ma ‘tsiir, Juz VII, 417.

*’Ahmad Mushthafa al-Maréaghi, Tafsir al-Mardghi, Juz X, (t.tp: Maktabah Mushthafa al-Babi al-Halabi,
1946), 145.

“Ytsuf al-Qardhawi, fi Figh al-Aqalliydt al-Muslimah, 81.
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Yisuf al-Qardhawi dalam menjawab persoalaan ini dengan menghadirkan
berbagai pandangan madzhab. Jumhur ulama’ berpendapat boleh menikahi
perempuan-perempuan non-muslim.® Pendapat ini didasarkan atas dihalalkannya
bagi orang islam memakan makanan hasil sembelihan ahli kitab dan dibolehkan
membangun hubungan kekeluargaan bersama mereka. Sebagaimana diterangkan
dalam surah al-Ma'idah ayat 5:

As Miir % %3 %Wy %74 1% E Afdt %o
Boeh Ae INE- B Aldt As MAr D%k

“Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka.
Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya
di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu.”(QS. al-Ma ‘idah/5: 5)

Sementara sebagian kecil para sahabat, Abdullah ibn ‘Umar menyatakan
bahwa menikahi perempuan alhi kitab tidak dibolehkan. Jika ia ditanya mengenai
hukum menikahi perempuan Kristen dan yahudi, ia berkata : sesungguhnya Allah swt.
telah mengharamkan bagi laki-laki beriman menikahi perempuan musyrik. Sebagaimana
diterangkan dalam firman-Nya “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik
sehingga mereka beriman”. Demikian yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.®* Sebagian
ulama’ mengarahkan pernyataan Ibn umar tersebut terhadap hukum makruh,
bukan haram. Namun, ungkapan yang diriwayatkan darinya lebih menekankan
bukan hanya sekedar makruh saja.”

Setelah menghadapkan dua pendapat yang bersebrangan itu, kemudian al-
Qardhawimenarjih guna memilih pendapat yang rajih dan relevan dengan maqashid
al-syari’ah. Menurutnya, pendapat yang kuat dan benar adalah pendapat jumhur
ulama’ dikarenakan terdapat keterangan yang jelas dalam al-qur’an akan kebolehan
menikahi wanita ahli kitab.

Adapun firman Allah swt:

AvE & M?fn EWEL @

"Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Isldmi wa Adillatuhu, Juz VI, 153; al-Aini, ‘Umdatu al-Qdri Syarh Shahih al-
Bukhdri, Juz XX, 384; Abdu al-Mulk, Syarh Shahih al-Bukhdri libni Batthdl, Juz VII, 343.

Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bdri bisyarhi Shahih al-Bukhdri, Juz 1X, 326; al-Aini, ‘Umdatu al-Q/dri Syarh
Shahih al-Bukhdri, Juz XX, 384; Abdu al-Mulk, Syarh Shahih al-Bukhdri libni Batthdl, Juz VII, 344; al-Suyfthi, al-
Tausyih Syarh al-Jami’ al-Shahih, Juz VII, 3324.

“Yisuf al-Qardhawi, fi Figh al-Aqalliydt al-Muslimah, 96.
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“dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka
beriman”(QS. al-Baqarah/2: 221)

RE- Uyt o
“dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) perempuan-perempuan
kafir”(QS. al-Mumtahanah/60: 10)

Ayat di atas berbentuk ‘am yang telah ditakhsish surah al-ma‘idah dan kata
al-musyrikdt samasekali tidak mencakup makna ahli kitab dalam kajian bahasa al-
qur’an. Oleh sebab itu, salah satu dari kedua kata (musyrik dan ahli kitab) diathatkan
(dihubungkan) pada yang lain, sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam surah
al-Bayyinah ayat 1:

T efn I%E- 3 Av o Afedf A'E
“orang-orang kafir dari golongan Ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan
meninggalkan (agama mereka)”. (QS. al-Bayyinah/98: 1)

C. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Yusuf al-
Qardhawi merumuskan sembilan prinsip metode untuk mengistinbathkan figh
minoritas yang bernuansa maqashid al-syari’ah. Kesembilan prinsip metode tersebut
adalah: 1) Figh al-aqalliyat berlandaskan pada ijtihad kontemporer yang kokoh, 2)
Memelihara kaidah-kaidah figh yang universal, 3) Menaruh perhatian terhadap figh
al-waqi’ (figh realitas), 4) Memusatkan pada figh aljama’ah (figh bagi sekelompok
orang) bukan hanya sebatas personal, 5) Berlandaskan manhaj yang memudahkan
(manhaj al-taisir), 6) Memelihara kaidah “perubahan fatwa disebabkan perubahan
beberapa faktor”, 7) Menjaga konsep pentahapan dalam pensyari’atan hukum islam,
8) Mengakui keperluan dhartriyat (primer) dan hajiyat (sekunder) manusia, 9) Bebas
dari keterikatan dengan satu madzhab. Pola istinbath semacam ini diupayakan
untuk menjembatani tuntunan nash-nash particular dengan magqashid al-syari’ah
yang berdimensi universal. Sehingga produk hukum islam yang digulirkan dari
proses pengistinbathan ini mengandung mashlahah dan seirama dengan maqashid
al-syari’ah. Selain itu, masyarakat minoritas muslim yang berposisi sebagai subyek
sekaligus obyek figh minoritas memperoleh kemudahan dan keluwesan dalam
mengamalkannya. Dengan demikian, fleksibelitas, elastisitas dan universalitas
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syari’at islam benar-benar menyentuh konstelasi masyarakat minoritas muslim
dalam ranah realita.
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